
PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
DINAS PENAIIAMA}I MODAL PELAYAJYAN TERPADU SATU PINTU

PERIhIDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
JI. Perwira No. 33 Belakang Balok Bukittinggi Kode Pos 26136 B (0752) 626633

I(TPUTUSAIT
KEPALA DIITAS PENANAIIAIY MODAL PTI.AY!.NAfl TIRPADU SATU PINTU

PERINDUSTRIAil DAIC TENAGA I{ER,JA KOTA BI'KITTIITGGI
Nomor : 42A I 1 1.Al DPMPTSPPIK- PPA/ III-2O 1 9

TENTAITG

IZIN OPERASIOfiAL PTX']TELENGGARAAIT LEUtsAGA I(ETIERAITIPILAN DAIS PELATIrIAN
II'TI LEARIIING CEMfER

I(IPALA DIITAS PENANAUAIC MODAL PELITYAITAN TERPADU SATU PINTU
PERINDUSTRIAIT DAN TENAGA KIR.'A

MEMBACA

MENIMBANG

MENGINGAT

: 1. Surat Permohoncn Izin Operasional Penyelengaraan Lembaga Keterampilal
dan Pelatihan IBTI karning Center dari Sdr. Asnirn , S.Pt, MM, pada
tanggal 1 Maret 2O19 beserta lampiran-lampirannya;

2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota
Bukittinggi Nomor : 42O / O339lDikbud-P.PAUD-PI-IF/lIl-2O 19, tanggal 1 2
Maret 2O19.

: Bahwa Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Keterampilan
dan Pelatihan tersebut diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan
peraturan perundang-undangan ).ang berlaku.

: l. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonomi Kota Besar dalarn Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;

2. Undang-Undang Nomor O4 Tahun \979 tentaxtg Kesejahteraan Anak-Anak;
3, Undang-Undq4g Nornor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Be;:sih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Neporisme;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2OO3 tentang Sistem Pendidikan

Naslg1at;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pernerintahan f)aerah;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OO5 tentang Guru dan Dosen;
i. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2OO7 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasicnal Tahun 2OO5-2O25;

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO7 tentang Penanaman Modal;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan Fublik;
1O- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 7999 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO'7 ter'tang Pembagian Urusan

Pemerkiahan antara Pernerintahan l)aerah P.oyinsi dan Pemerintahan
Daeraie Kabupaten/ Kota;

13. Peraturan Pemerintatr Nomor 32 Tahun 2O13 tentang Perubahal Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2OO5 tentang Standar Nasional
Pendidikan;

14. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahlun 2OO9 tentang Pelayanan 'ferpadu
Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tatrun 2OO5 tentalg Pedcman
Penyelenggaraan Peiayanan Terpadu Satu Pintu;

16. Peratural Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor
65 Tahun 2O13 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;

17. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor O6O/U/2OO2 tentalg
Pedoman Pendirian Sekolah;

18. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

19. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 37 Tahun 2O15 tentalg Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dan Standar Pelayanan Perizinan pada Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal;



20. Peraturan WaliKota Bukittinggi Nomsr 47 Tahun 2016 t".tarrg
Kedudukal, Susunan Organisasi, Ttrgas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian
dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi;

21. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 82 Tahun 2O17 Tentang Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dal Standar Pelayanan Pada Dinas Penanamal Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja;

22. Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor : 188.45-12-2077 Pelimpahan
Kewenangan dan pendelegasian Penandatanganan Perizinan dan Non
Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi.

MTIIUTUSKAII

Memberikart Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Keterampilan dan
Pelatihan
Kepada:

MENETAPKAN
PERTAIV{,\

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Nama l,emtr:.ga

Jenis Pendidikan

Atarnat Lernbaga
Kelurahan
Kecamatan
Kota
Nama Pengelola

Program Pendidikan : Program" Sekretaris dan hrblik Relation

: LKP IBTI LEARNING CENTTR

: LEMBAGA KETERAtrIPILAIT DAN PELATIHAIT

: JL. Jesderal Sudiraas sosor 33
: Birugo
: Aur Birugo Tigo Baleh
: Bukittiaggi
: ASNIM, S,PT, UU

Nama Penyelenggara : ASNrM, S.Pf, Mtrtl
1. Izin Penyelenggaraan Lembaga Keterampilan dan Pelatihan (LKP) ini

berlaku sela:na 3 (tiga) tatrun terhitung mulai Tahun Pelajaran
?;0l9t2g20 s.d, 2O2ll2A22 dan dapat diperpanjang kembali sesuai
ketentuan yang berlaku apabila penyelenggaraannya berjalan dengan
baik;

2. Surat Izin ini dapat dicabut kemba-li sebelum habis masa berlakunya
apabila penyelenggaraannya ti<iak terlaksana sebagaimana mestinya.

Pemegang Izin wajib:
1. Menyelenggarakan Pendidikan Lembaga Keterampilan dan Pelatihan (LKP)

ini sebaik-baiknya sesuai hukum yang berlaku;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menyarnpaikan trasil kegiatannya secara berkala kepada Kepala Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi;
4. Pengajuan perflohona{r perpanjangan Izin diqjukqn selq:rrbat-lambatnya

3O {tiga puluh) hari sebelum masa izin berakhir.
Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam keputusan
ini.

K:putusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bukittinggt
pada tanggal 19 Maret 2O19

KTPALA DINAS PEITANAMAN TIODAL PELAYAI{AN TERPADU SATU PINTU

2. ttirekrr-rr Pendidikan Dasar l(.cmenctikbucl di Jakarta:
3. i(.epaier Pendidikar Pemuda r:ian Kebuiayaan Provinsi Surol]tera B.tral
4. Kepala Diras Pendidikar da::r Kebtrdi.,;aan l.lotzr Br-rkittinggi:
5. Carnat Aur tsirrigo Tigo Baleh;
5. Lurah Binigo;
7- Arsip.

L212t9B602tOO2

T E t 4 B u SA N p r SA MPA piA N K E.P_42n:{!ll;
1. Vlalikota Bukittinegi (Sebagai Laporan);
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